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ABSTRAK 

Kebijakan pidana dijalankan oleh berbagai lembaga penegak hukum, salah 

satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Seiring perkembangan zaman, 

pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pidana yang 

ada. Oleh sebab itu, politik hukum memegang peranan krusial dalam mengarahkan 

dan memastikan proses pembaruan kebijakan pidana berjalan dengan tepat dan 

berkeadilan. Melalui UU No. 11/2021, terdapat satu pasal yang menurut peneliti 

memerlukan perhatian khusus, yaitu Pasal 8 ayat (5). Nantinya Pasal a quo akan 

diteliti berdasarkan 2 rumusan masalah. Pertama, apakah hak imunitas bagi jaksa 

pada Pasal 8 Ayat (5) UU No. 11/2021 adalah bentuk abuse of power. Kedua, apakah 

hak imunitas bagi jaksa pada Pasal 8 Ayat (5) UU No. 11/2021 telah memenuhi 

prinsip keadilan. 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Melalui penelitian ini, undang-undang yang akan dijadikan sebagai acuan utama 

yakni UU No. 11/2021. Di samping itu peneliti akan menggunakan kajian 

konseptual berupa meneliti permasalahan yang ada melalui perspektif teori keadilan 

dari beberapa ahli. Sumber pengumpulan bahan hukum terbagi menjadi 2, di 

antaranya: sumber primer dan sekunder. Melalui sumber primer, peneliti 

menggunakan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan 

dengan teori keadilan sebagai acuan utama. Sementara melalui sumber sekunder, 

peneliti menggunakan artikel/jurnal, dan sumber bacaan relevan lainnya sebagai 

acuan tambahan. 

Berdasarkan analisis yang ada, peneliti menyimpulkan 2 poin. Pertama, 

peneliti berpendapat bahwa jelas kebijakan pidana bagi jaksa pada Pasal a quo tidak 

sesuai dengan prinsip equality before the law dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Oleh sebab itu, hal demikian jelas dapat menimbulkan sebuah potensi fenomena 

abuse of power dan conflict of interest dalam tubuh internal jaksa. Kedua, peneliti 

menyatakan bahwa Pasal a quo bertentangan atau tidak sesuai dengan teori 

keadilan. Hal ini berlaku pada Pasal a quo. Peneliti berpendapat bahwa Pasal a quo 

belum sepenuhnya mengakomodir seluruh prinsip persamaan dan kesetaraan hak di 

depan hukum (equality before the law). 

Sebagai rekomendasi dari temuan penelitian ini, disarankan agar pembuat 

kebijakan dan pemangku kepentingan segera melakukan revisi atau 

penyempurnaan terhadap Pasal a quo. Pembaruan ini perlu mengadopsi pendekatan 

yang lebih transparan dan akuntabel, menghilangkan celah yang memungkinkan 

potensi abuse of power dan conflict of interest dalam institusi kejaksaan. 

Penyesuaian Pasal a quo terhadap teori keadilan juga dianggap penting dalam 

memastikan prinsip persamaan dan kesetaraan hak di depan hukum dapat berjalan 

dengan semestinya. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait dapat menginisiasi 

pelatihan dan pendidikan etika bagi aparatur kejaksaan. Hal ini dilakukan dalam 

upaya menciptakan budaya hukum yang menjunjung tinggi prinsip persamaan dan 

kesetaraan hak di depan hukum, demi menjaga kredibilitas penegakan hukum yang 

adil dan berimbang. 
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